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MOTTO

“Dan tanggungjawab seorang akademikus adalah intelektual dan moral, ini
terbawa oleh tabiat ilmu itu sendiri, yang ujudnya mencari kebenaran dan
membela kebenaran. ”

Mohammad Hatta®

' Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, 1983, Cendekiawan dan Politik, Cetakan ke-2. Jakarta:Lp3es.
Hal 3
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RINGKASAN

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai peran yang
sangat penting dan strategis dalam perkembangan kehidupan demokrasi di
Indonesia, dalam hal ini Partai politik diharapkan menjadi sarana penyampaian
aspirasi rakyat yang mampu menjadi penerus cita-cita rakyat yaitu tercapainya
kesejahteraan dan keadilan. Dalam perkembangannya, partai politik di Indonesia
dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya jauh dari cita-cita tersebut. Partai politik
yang diharapkan mampu mewujudkan kehendak rakyat (kesejahteraan) justru
menjadi  “ Sarang ” koruptur karena banyak terdakwa yang dijatuhi hukuman
tindak pidana korupsi berasal dari anggota partai politik tertentu. Hal tersebut
disebabkan oleh berbagai faktor, faktor yang utama kurangnya sanksi yang tegas
terhadap partai politik yang melakukan pelanggaran sehingga tidak ada efek jera
bagi partai politik tersebut. Sanksi yang tegas berupa pembubaran partai politik
terdapat ganjalan tersendiri dalam Pengaturan perundang-undanganya. Dalam
pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
menjelaskan bahwa kedudukan hukum (legal standing) untuk pemohon dalam
permohonan pembubaran partai politik hanya milik pemerintah (Presiden). Hal ini
tentunya menjadi permasalahan tersendiri, karena rakyat tidak dapat langsung
mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahakamah Konstitusi
sebagai wujud pengawasan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, dari latar
belakang yang dipaparkan penulis ingin menelaah lebih jauh mengenai ketentuan
permohonan pembubaran partai politik dan menjadikan judul “KAJIAN
YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH
PERORANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 53/PUU-1X/2011) ” sebagai suatu karya ilmiah berbentuk
skripsi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah pertimbangan hukum
(Ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-1X/2011 telah

menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan apakah pengaturan
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Perundang-undangan tentang akibat (implikasi) hukum pembubaran partai politik
telah menjamin adanya kepastian hukum.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah
pertimbangan hukum (Ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
53/PUU-I1X/2011 telah menjamin pengakuan terhadap hak-hak konstitusional
warga negara dan untuk memahami apakah pengaturan perundang-undangan
tentang akibat (implikasi) hukum pembubaran partai politik telah menjamin

adanya kepastian hukum.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah adalah yuridis
normatif (Legal Research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Pendekatan
undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani
dalam hal ini berkaitan dengan undang-undang Mahkamah konstitusi dan Partai
Politik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer ,
bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non hukum . Analisis yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan
pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus
sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya
diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-1X/2011 belum memenuhi
keadilan substantif, dalam putusan tersebut Mahkamah menolak seluruh
permohonan pemohon, sehingga kedudukan hukum (legal standing) pemohon
dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik masih mutlak menjadi
kewenangan pemerintah (Presiden), hal ini tentunya mengurangi hak-hak
konstitusional warga negara dalam persamaan di depan hukum (Equality before
the law). Pengaturan akibat hukum dari pembubaran partai politik belum
menjamin adanya kepastian hukum dan diatur dalam norma (aturan) setingkat
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) hal ini tentunya menjadi permasalahan

tersendiri, mengingat Partai politik merupakan badan hukum sehinnga
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pembubaran partai politik berdampak terhadap tindakan hukum yang dilakukan
oleh partai politik yang bersangkutan.

Saran-saran yang dapat diberikan, semestinya Mahkamah dalam hal
melakukan penafsiran kontitusi untuk menjamin hak-hak konstitusional warga
negara, Mahkamah harus mampu membangun argumentasi hukum yang
memenuhi keadilan substantif dalam membuat pertimbangan hukum (Ratio
Decidendi) pada putusan tersebut. Karena sebagai lembaga yang diberi
kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
Mahkamah harus dapat membangun pertimbangan hukum yang dapat memenuhi
rasa keadilan substantif sehingga mampu menjamin hak-hak konstitusional warga
negara dan pengaturan akibat (implikasi) hukum pembubaran partai politik,
semestinya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Partai Politik, bukan diatur

dalam norma yang setingkat Peraturan Mahkamah Konstitusi.
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